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Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat karunia dan
rahmat-Nya, Tim Penyusun dapat menyelesaikan Naskah Akademik

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Desa Adat.

Penyusunan naskah akademik ini dilakukan untuk
melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat
hukum adat yang ada di Kabupaten Cianjur dengan dilakukan
penataan dan penetapan menjadi desa adat. Dengan melakukan
penataan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat di Kabupaten
Cianjur diharapkan dapat menjadi potensi pariwisata desa adat yang
ada di daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka memajukan
perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat hukum adat maupun

masyarakat di daerah pada umumnya.

Naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa
Adat ini menjadi dasar pemikiran terhadap pengaturan mengenai
desa adat. Kami menyadari terdapat banyak kekurangan dalam
penyusunan naskah akademik ini, oleh karenanya kami
mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak

agar penyusunan naskah akademik menjadi lebih baik.

Kami mengharapkan Naskah Akademik Rancangan Peraturan
Daerah tentang Desa Adat dapat menjadi acuan dalam pembahasan

rancangan peraturan daerah dimaksud.

Akhir kata kami wucapkan terima kasih atas segala

perhatiannya.

Cianjur, Februari 2024

Tim Penyusun
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks negara kesatuan, kemajemukan dalam
berbangsa tentu sudah biasa. Indonesia sebagai negara kesatuan
terdiri atas keberagaman yang sangat kompleks. Salah satunya
adalah keberagaman budaya dan adat istiadat yang hidup dan
berkembang di masyarakat. Keberagaman ini telah hidup dan
berkembang bahkan sejak sebelum Indonesia merdeka. Jauh sebelum
bangsa negara modern terbentuk, kelompok sosial sejenis desa atau
masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi bagian penting
dalam suatu tatanan negara.!

Politik hukum yang terdapat dalam Amandemen Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI
Tahun 1945) terhadap eksistensi masyarakat adat dan hak-hak
tradisionalnya, yakni Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945
menentukan "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam
undang-undang. Rumusan UUD NRI Tahun 1945 tersebut
mensyaratkan 4 (empat) hal pengakuan dan penghormatan negara
terhadap eksistensi masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya
yaitu sepanjang masih hidup; sesuai dengan perkembangan
masyarakat; sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia; diatur dalam undang-undang.?

Ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 diperkuat
dengan ketentuan Pasal 281 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bahwa

1 1Ni’'matul Huda, Perkembangan Hukum Tata Negara (Perdebatan dan Gagasan Penyempurnaan) FH
UII Press : Yogyakarta, 2014, him. 361

2 Laporan Pengkajian Hukum tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Pusat
Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional BPHN, 2015, hlm. 1



identitas budaya dan masyarakat tradisional dihormati selaras
dengan perkembangan zaman dan peradaban.3

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara
faktual sudah ada sejak jaman nenek moyang sampai saat ini.
Masyarakat hukum adat adalah kesatuan masyarakat bersifat
teritorial atau geneologis yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki
warga yang dapat dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain
dan dapat bertindak ke dalam atau luar sebagai satu kesatuan
hukum (subyek hukum) yang mandiri dan memerintah diri mereka
sendiri.*

Banyak ahli berpendapat bahwa pengertian masyarakat adat
harus dibedakan dengan masyarakat hukum adat. Konsep
masyarakat adat merupakan pengertian untuk menyebut masyarakat
tertentu dengan ciri-ciri tertentu. Sedangkan masyarakat hukum adat
merupakan pengertian teknis yuridis yang merujuk sekelompok orang
yang hidup dalam suatu wilayah (ulayat) tempat tinggal dan
lingkungan kehidupan tertentu, memiliki kekayaan dan pemimpin
yang bertugas menjaga kepentingan kelompok (keluar dan kedalam),
dan memiliki tata aturan (sistem) hukum dan pemerintahan.>

Sesuai dengan amanah dari konstitusi, maka pengakuan,
penghormatan dan pelindungan terhadap hak-hak dari masyarakat
hukum adat, perlu dijamin oleh Pemerintah, baik oleh Pemerintah
Pusat maupun Pemerintah Daerah. Bagaimanapun sebagai warga
negara, masyarakat hukum adat memiliki hak yang sama dan setara
dengan masyarakat pada umumnya. Sebagai bagian dari masyarakat
di daerah, pemerintah daerah berkewajiban untuk mensejahterakan
kehidupan dari masyarakat hukum adat. Kewajiban tersebut relevan
dengan tujuan dari penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu untuk
menciptakan masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana

diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI Tahun 1945.

3 Ibid, hlm. 2

4 Husein Alting, Dinamika Hukum dalam Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat
atas Tanah, Yogyakarta, 2010, hlm. 31

5 Tagwaddin, “Penguasaan Atas Pengelolaan Hutan Adat Oleh Masyarakat Hukum Adat (Mukim) di
Provinsi Aceh. (Disertasi Doktor Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2010) hlm. 34



Otonomi daerah Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah hak, wewenang,
dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.® Pemberian otonomi daerah
kepada daerah diharapkan agar daerah dapat mengurus dan
mengelola sumber daya yang ada di daerah tersebut. Otonomi daerah
sebagai satu bentuk desentralisasi kebijakan pemerintahan, pada
hakikatnya ditujukan untuk mendekatkan pemerintah untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat secara keseluruhan.
Sedangkan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas
otonomi. Desentralisasi menurut Hoesein?” mengandung dua
pengertian. Pertama desentralisasi mengandung pengertian sebagai
pembentukan daerah otonom dan penyerahan wewenang tertentu
kepada daerah oleh pemerintah pusat. Kedua, desentralisasi dapat
pula diartikan sebagai penyerahan wewenang tertentu kepada daerah
otonom yang telah dibentuk oleh pemerintah pusat.

Dalam kasus otonomi daerah, desentralisasi pada prinsipnya
terbatas pada administrasi, yakni pada norma-norma khusus yang
dibuat oleh organ-organ administrasi. Tetapi desentralisasi dapat
diperluas ke pembuatan undang-undang mengenai pembuatan
norma-norma umum. hal ini biasanya berhubungan dengan bidang
validitas teritorial dari norma-norma tersebut yang relatif besar. Ini
adalah tipe desentralisasi oleh provinsi-provinsi yang otonom. Organ-
organ provinsi yang otonom merupakan suatu badan legislatif daerah,
yang dipilih oleh warga negara provinsi tersebut dan mungkin juga
suatu badan administratif daerah yang dipilih oleh badan legislatif

daerah atau secara langsung oleh rakyat dari provinsi tersebut.8

6 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

7 PKP2A 1 LAN Bandung, 2006. Kajian Penyerahan Sebagian Urusan pemerintahan Kabupaten/kota
Kepada Desa, PKP2A I LAN, Bandung, hlm. 37

8 Hans Kelsen, Teori Hukum Tentang Hukum dan Negara, Nusa Media, Bandung, 2014, hlm. 447



Diantara desentralisasi dan otonomi daerah mempunyai
karakteristik tertentu. Meskipun demikian, penyelenggaraan otonomi
daerah memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah daerah.
Dengan menerapkan otonomi daerah, pelayanan yang diberikan
cenderung akan lebih merata dan sesuai dengan kebutuhan
masyarakat yang ada di daerah bersangkutan.

Dalam praktik di daerah, Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun
1945 belum benar-benar teraktualisasikan dalam kehidupan
masyarakat hukum adat. Meskipun masyarakat hukum adat diakui
sebagai entitas tersendiri, namun pengakuan tersebut belum
dilakukan secara resmi, sehingga masih banyak masyarakat hukum
adat yang belum membuka diri terhadap pembangunan.
Bagaimanapun masyarakat hukum adat merupakan bagian dari
kekayaan bangsa yang wajib dilestarikan.

Landasan konstitusi tersebut seharusnya menjadi tonggak
untuk mempertahankan dan mengembangkan eksistensi masyarakat
hukum adat. Problem utamanyanya adalah, aktualisasi atas Pasal
18B ayat (2) UUD 1945 harus dikristalisasi lagi melalui peraturan
dibawahnya yang nantinya diaktualisasikan melalui kebijakan di
tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi maupun
Pemerintah Daerah Kabupaten. Negara melalui pemerintahan
dituntut untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap
masyarakat hukum adat, terutama melalui penetapan desa adat
sebagai bentuk nyata dari prinsip rekognisi dan subsidiaritas.
Keadaan yang demikian menimbulkan ketidakseimbangan karena
pihak pemerintah memiliki posisi yang dominan. Jika dilihat secara
konstitusional, komunitas masyarakat hukum adat telah diakui
keberadaanya termasuk wilayah petuanan (ulayat) baik di laut
maupun di darat. Hal ini memiliki makna bahwa kebijakan
pembangunan terutama dalam bidang hukum harus dilaksanakan
secara konsisten dan memperhatikan keberadaan hak-hak dari
masyarakat hukum adat sebagai suatu komunitas yang sudah ada

sebelum negara terbentuk.



Sistem otonomi yang berlaku di daerah memungkinkan
pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya di daerah. Dengan
otonomi daerah, pemerintah daerah dapat mengurus dan mengelola
sumber daya yang ada di daerah demi kesejahteraan masyarakat di
daerah. Termasuk mengelola potensi pariwisata desa adat yang ada di
daerah, dalam rangka memajukan perekonomian untuk
kesejahteraan masyarakat hukum adat maupun masyarakat di
daerah pada umumnya.

Kabupaten Cianjur secara geografis terletak pada koordinat
1060 42’- 107 o 25’ Bujur Timur dan 6 o 21’-7 o 25’ Lintang Selatan,
dengan ketinggian 7-2.962 mdpl dan memiliki kemiringan 0-40%.
Batas-batas wilayah daerah meliputi:

a. Sebelah wutara berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan
Kabupaten Purwakarta;

b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta,
Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten
Garut;

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra hindia;

d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sukabumi dan
Kabupaten Bogor;

Wilayah Kabupaten Cianjur terdiri dari 32 kecamatan dengan
luas wilayah 361.434,98 ha dan kecamatan yang memiliki wilayah
terluas adalah kecamatan Cidaun dengan luas 29.551,23 ha. Luas
lahan di kabupaten Cianjur tahun 2015 adalah 350.148 ha yang
terdiri dari lahan sawah dan lahan bukan sawah. Luas lahan sawah
sebesar 65.782 ha mengalami penurunan dari tahun 2014 yaitu
65.909 ha. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan
luas lahan sawah di Kecamatan Gekbrong dan Sukaluyu. Sementara
itu, luas lahan bukan sawah sebesar 284.336 ha mengalami kenaikan
dari tahun 2014 yaitu 284.239 ha. Kenaikan tersebut disebabkan

oleh adanya kenaikan luas lahan bukan sawah di kecamtan



Cempakamulya dan Cikadu. Lahan sawah terbesar ada di wilayah
Kecamatan Kadupandak, Pagelaran, Agrabinta dan Cibeber.

Kabupaten Cianjur sebagai salah satu wilayah kabupaten di
Provinsi Jawa Barat yang masih memegang teguh adat istiadat dan
melestarikan budaya yang diwariskan oleh nenek moyang. Fenomena
kampung adat miduana yang ada di Kabupaten Cianjur menjadi
kekhasan tersendiri dari Kabupaten Cianjur. Kampung adat jawa
barat® tersebar di pelosok wilayah, setiap kampung adat memiliki
kekhasan dan ada kesamaan karena keterikatan budaya. Miduana
merupakan salah satu kampung adat di Kabupaten Cianjur memiliki
potensi alam, situs dan kearifan lokal budaya yang khas, seperti
pamali yang ditaati, pertunjukan wayang gejlig yang berlatar belakang
cerita rakyat, upacara dan adat istiadat, yang membedakan dengan
kampung adat lainnya di Jawa Barat.

Gambaran kampung adat miduana tersebut, memberikan
pemahaman perlu adanya pelindungan terhadap potensi alam, situs
dan kearifan lokal budaya yang khas wuntuk kelangsungan
masyarakat hukum adatnya. Perlu adanya kejelasan status suatu
kesatuan masyarakat hukum adat dapat ditetapkan menjadi desa
adat. Pemerintah daerah dalam hal ini harus melakukan pelindungan
dengan melakukan penataan terhadap kesatuan masyarakat hukum
adat untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat. Berkaitan dengan
itu, pemerintah daerah dapat melakukan inventarisasi terhadap
potensi desa adat di Cianjur. Dengan menjaga dan melindungi tradisi,
masyarakat Kabupaten Cianjur dapat merasakan manfaat yang besar,
seperti meningkatkan rasa kebanggaan dan identitas budaya,
memperkuat hubungan sosial, dan meningkatkan kesadaran akan
pentingnya menjaga warisan budaya untuk masa yang akan datang.
Penetapan desa ada dilakukan sebagai upaya untuk melindungi
kelangsungan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Cianjur,

karena jika dibiarkan terus maka adat dan pranata lokal yang telah

9 https://conference.upgris.ac.id /index.php/snl/article/view /4852, Nilai Kearifan Lokal Budaya
Masyarakat Adat Miduana Kabupaten Cianjur Dalam Penguatan Karakter Kepemimpinan Bangsa,
Nia Emilda dan Ai Juju Rohaeni, abstract.



https://conference.upgris.ac.id/index.php/snl/article/view/4852

lama hidup akan hilang. Lebih lanjut pengakuan terhadap adanya
eksistensi masyarakat hukum adat, sebagai bentuk penghormatan
dan pelindungan terhadap adat istiadat dan budaya yang tumbuh di
daerah. Hal ini untuk memberikan kenyaman kepada masyarakat
hukum adat sekaligus mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.

Penataan kesatuan masyarakat hukum adat dengan
penetapan menjadi desa adat perlu dilakukan untuk mendorong
masyarakat hukum adat untuk dapat membuka diri terhadap
pembangunan. Dengan melakukan pemberdayaan terhadap desa adat
secara profesional, efisien, efektif, terbuka, serta bertanggung jawab
diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
dijelaskan pengertian desa atau desa adat, yaitu kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebih
lanjut dalam undang-undang ini diatur kewenangan Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
untuk melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat untuk
ditetapkan menjadi desa adat. UU 6/2014 menjadi landasan yuridis
dalam penetapan desa adat. UU 6/2014 ini memberikan pengakuan
terhadap eksistensi masyarakat hukum adat di daerah. Undang-
undang ini mengadopsi asas rekognisi, subsidiaritas, dan
keberagaman sebagai dasar dari pengakuan terhadap eksistensi hak
asal-usul masyarakat desa yang menjadi cikal bakal adanya
klasifikasi desa adat di samping desa dalam pengertian umum. Dalam
undang-undang ini dijelaskan pula bahwa penetapan desa adat
dengan peraturan daerah.

Pengaturan mengenai desa adat tersebar dalam beberapa

ketentuan peraturan perundang-undangan nasional, salah satunya



seperti yang dijelaskan diatas yaitu dalam UU 6/2014. Namun, belum
ada pengaturan yang sistematis di Kabupaten Cianjur, yang mengatur
sendiri mengenai desa adat yang merupakan kearifan lokal dari suatu
daerah. Pengaturan tersebut diperlukan dalam rangka mengatur
mengenai mekanisme desa atau kesatuan masyarakat hukum adat
untuk dapat ditetapkan menjadi desa adat. Pengaturan mengenai
desa adat bukan hanya terhadap penetepannya, tetapi lebih dari itu
mengatur mengenai pemerintahannya dan pengaturan mengenai
kelembagaan dari desa adat yang terdiri dari kampung/dusun adat.
Perlu ada pengaturan mengenai desa adat di daerah sebagai pedoman
pemerintah daerah untuk mengatur mengenai hal tersebut diatas,
dalam rangka menjamin kepastian hukum desa adat.

Pengaturan tentang desa adat diperlukan dalam rangka
memberikan pengakuan, penghormatan, dan pelindungan atas
eksistensi masyarakat hukum adat yang sudah ada dengan
keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Terlebih pengaturan tentang desa adat
memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas hak
masyarakat hukum adat dalam menyelenggarakan pemerintahan
desa adat berdasarkan hukum adatnya, dalam sistem ketatanegaraan
Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat
Indonesia. Disamping itu, tujuan berikutnya untuk melestarikan dan
memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat hukum adat.

Sebagai suatu entitas tersendiri, dengan pengaturan tentang
desa adat, diharapkan dapat memajukan perekonomian masyarakat
hukum adat. Sehingga hal ini dapat mengatasi kesenjangan
pembangunan nasional. Desa adat dapat menjadi salah satu daya
tarik wisata di daerah. Oleh karena itu perlu peran dari masyarakat
hukum adat dalam menggali potensi pariwisata, yang dapat
meningkatkan pendapatan asli daerah.

Mendasari pada wuraian diatas, dan wuntuk mendorong
pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Adat, perlu

disusun naskah akademik yang digunakan sebagai bahan acuan



penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang

Desa Adat. Di dalam penyusunan sebuah rancangan peraturan

daerah, naskah akademik sebagai gambaran tentang beberapa hal

terkait dengan peraturan daerah yang akan diterbitkan.

Identifikasi Masalah

1)

2)

Permasalahan apa yang dihadapi terkait dengan desa adat serta
bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?

Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah sebagai dasar
pemecahan masalah tersebut?

Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis,
sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Desa Adat?

Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan,
jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan

Daerah tentang Desa Adat?

. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan

Daerah tentang Desa Adat sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan desa
adat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan
pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Adat
sebagai dasar hukum atau solusi permasalahan dalam kehidupan
bermasyarakat.

Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis,
yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa
Adat.

Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup
pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan

Peraturan Daerah tentang Desa Adat.



Sementara itu, kegunaan penyusunan naskah akademik adalah
sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Desa Adat.

D. Metode

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah
tentang Desa Adat, menggunakan metode yuridis normatif yaitu
melalui studi pustaka untuk menelaah data sekunder.l© Data
sekunder tersebut berupa bahan hukum primer, bahan hukum
sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer tersebut antara lain:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang
Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Penataan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa; dan

8. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 26 Tahun 2022 tentang
Penetapan Kampung Adat di Kabupaten Cianjur.

Bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan materi
penelitian dan bersifat menjelaskan bahan hukum primer, seperti
literatur, hasil penelitian, hasil seminar/lokakarya dan sejenisnya.
Bahan hukum tersier berupa kamus hukum untuk memberi
kejelasan terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer dan
bahan hukum sekunder. Metode yuridis normatif dilengkapi dengan

focus group discussion (fgd) sebagai pendukung data sekunder.

10 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, 1984, hlm 12.
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Analisa data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum
tertulis yang telah terkumpul diklasifikasikan sesuai dengan
permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian dilakukan analisis
substansi (content analysis) secara sistematis terhadap dokumen
bahan hukum dan dikomparasikan dengan informasi narasumber,
sehingga dapat menjawab permasalahan yang diajukan.

Metode analisis data yang digunakan dalam penyusunan
naskah akademik ini adalah metode analisis data kualitatif melalui
metode studi kepustakaan (literature study) guna membangun pijakan
akademik dalam melakukan sintesis terhadap temuan penelitian.
Metode partisipatori juga dilakukan dalam melakukan verifikasi data
dalam rangka membangun kredibilitas data melalui pelibatan
berbagai pihak (multi-stakeholders) yang terkait dengan fokus
penelitian. Naskah akademik ini diharapkan dapat benar-benar
merepresentasi dan mengakomodasi kebutuhan subyek maupun

obyek hukum yang terkait, di samping sesuai dengan amanat
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BAB II
KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Pengertian Otonomi Daerah

Secara etimologis, otonomi diartikan sebagai pemerintahan
sendiri (auto = sendiri; nomes = pemerintahan). Dalam bahasa
Yunani, istilah otonomi berasal dari kata autos = sendiri, nemein =
menyerahkan atau memberikan, yang berarti kekuatan mengatur
sendiri. Sehingga secara maknawi (begrif), otonomi mengandung
pengertian kemandirian dan kebebasan mengatur dan mengurus diri
sendiri. Pemerintahan sendiri (self government, zelfstandigheid)
menunjukkan satu pengertian keterikatan hubungan dengan satuan
pemerintahan lain yang lebih besar atau yang mempunyai wewenang
menentukan isi dan batas-batas wewenang satuan pemerintahan
sendiri yang tingkatannya lebih rendah atau yang menjalankan fungsi
khusus tertentu. Karena isi dan batas wewenangnya ditentukan oleh
satuan pemerintahan yang lebih besar, satuan pemerintahan sendiri
tidak berdaulat. Otonomi dapat ditentukan berdasarkan teritorial
(otonomi teritorial) ataupun berdasarkan fungsi pemerintahan
tertentu (otonomi fungsional), sehingga keduanya lazim disebut
masing-masing dengan desentralisasi teritorial dan desentralisasi
fungsional. Berdasarkan otonomi teritorial, negara sebagai satu
kesatuan teritorial, dibagi-bagi ke dalam satuan-satuan pemerintahan
teritorial yang lebih rendah (lebih kecil) yang dinamakan daerah
otonom. Karena daerah otonom dibentuk dari dan oleh satuan
pemerintahan yang lebih besar (Pemerintahan Nasional), otonomi
merupakan sub-sistem dari negara kesatuan (decentralized unitary
state) seperti halnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dari
berbagai unsur diatas, esensi otonomi adalah kemandirian dan
kebebasan mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakat

yang menjadi fungsi pemerintahan sebagai urusan rumah tangga
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sendiri dalam satu ikatan negara kesatuan. Dengan perkataan lain,
otonomi senantiasa memerlukan kemandirian dan kebebasan
ataupun keleluasaan walaupun bukan suatu bentuk kebebasan
sebuah satuan pemerintahan yang merdeka (zelfstandigheid, bukan
onafhankelijkheid).11

Istilah otonomi atau “autonomy” secara etimologis berasal dari
kata yunani “autos” yang berarti sendiri dan “nomous’ yang berarti
hukum atau peraturan. Menurut Encyclopedia of Social Science,
bahwa otonomi dalam pengertian orisinil adalah the legal self
sufficiency of social body and its actual incependence. Jadi ada dua ciri
hakikat dari otonomi, yakni legal self sufficiency dan actual
independence. Dalam kaitannya dengan politik atau pemerintahan,
otonomi daerah berarti self government atau condition of living under
one’s own laws. Dengan demikian, otonomi daerah, daerah yang
memiliki legal self sufficiency yang bersifat self government yang
diatur dan diurus oleh own laws. Koesoemahatmadja berpendapat
bahwa menurut perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi selain
mengandung arti perundangan (regeling) juga mengandung arti
pemerintahan (berstuur).

Otonomi bukan sekadar pemencaran penyelenggaraan
pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pemerintahan.
Otonomi adalah sebuah tatanan ketatanegaraan (staatsrechtelijk),
bukan hanya tatanan administrasi negara (administratiefrechtelijk).
Sebagai tatanan ketatanegaraan otonomi berkaitan dengan dasar-
dasar bernegara dan susunan organisasi negara.®

Istilah otonomi mempunyai makna kebebasan atau
kemandirian (zelfstandigheid) tetapi bukan kemerdekaan
(onafhankelijkheid). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu

adalah wujud pemberian kesempatan yang harus

111 Gde Pantja Astawa, Problematika hukum otonomi daerah di Indonesia, Bandung, hlm. 52-53.
12 Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan
Kepala Daerah, Bandung, hlm. 125.

13 Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Yogyakarta, Him. 24.
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dipertanggungjawabkan. Dalam  pemberian tanggung jawab

terkandung 2 (dua) unsur yaitu:

1. Pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus
diselesaikan serta kewenangan untuk melaksanakannya,;

2. Pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan
dan menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas itu.
Pada Bagian lain, Bagir Manan menyatakan, otonomi adalah
kebebasan dan kemandirian (vrijheid dan zelfsatndigheid) satuan
pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian
urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan yang boleh diatur dan
diurus secara bebas dan mandiri itu menjadi atau merupakan urusan
rumah tangga satuan pemerintahan yang lebih rendah tersebut.
Kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat isi otonomi.
Kebebasan dan kemandirian dalam otonomi bukan kemerdekaan
(onafhankelijkheid, independency). Kebebasan dan kemandirian itu
adalah kebebasan dan kemandirian dalam ikatan kesatuan yang lebih
besar. Otonomi sekadar subsistem dari sistem kesatuan yang lebih
besar. Dari segi hukum tata negara-khususnya teori bentuk negara,
otonomi adalah susbsistem dari negara kesatuan (unitary state,
eenheidstaat). Otonomi adalah fenomena negara kesatuan. Segala
pengertian (begrip) dan isi (materie) otonomi adalah pengertian dan isi
negara kesatuan. Negara kesatuan merupakan landasan atas dari

pengertian dan isi otonomi.!4
Martin jimung mengemukakan bahwa pemilihan sistem
otonomi daerah dalam sebuah negara kesatuan dalam bentuk
pemberian, pelimpahan, penyerahan dan penyerahan sebagian tugas-
tugas didasarkan pada beberapa alasan, antara lain:15
a. Pembebasan pusat, maksudnya membebaskan pemerintah pusat
dari beban-beban tidak perlu menangani urusan domestik
sehingga ia berkesempatan mempelajari, memahami, merespons

berbagai kecenderungan global dan mengambil manfaat

14 Juanda, Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan Antara DPRD dan
Kepala Daerah, Op. Cit., hlm. 126-127.
15 Martin Jimung, Hukum Pemerintahan Daerah, Jakarta, hlm. 43.
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daripadanya. Pada saat yang sama sangat diharapkan pemerintah
pusat lebih mampu berkonsentrasi pada kebijakan makronasional
dari yang bersifat strategis.

b. Pemberdayaan lokal atau daerah.

c. Alokasi kewenangan pemerintah pusat ke daerah, maka daerah
akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Artinya
ability (kemampuan), prakarsa, dan kreativitas daerah akan
terpacu sehingga kapasitasnya dalam mengatasi berbagai masalah
domestik akan semakin kuat.

d. pengembangan trust (kepercayaan) pusat ke daerah.

e. Desentralisasi merupakan simbol lahirnya kepercayaan dari arah
pemerintah pusat ke daerah. Hal ini dengan sendirinya
mengembalikan kepercayaan kepada pemerintah dan masyarakat
daerah.

Selain tujuan-tujuan tersebut, tujuan paling hakiki dari otonomi

daerah adalah penegakan kedaulatan rakyat dengan sebuah sistem

pemerintahan daerah yang demokratis dimana masyarakat lokal
diberikan kebebasan untuk mengurus rumah tangganya sendiri
sehingga dapat menjadi masyarakat yang mandiri dan berdaya dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi otonomi daerah dalam

pandangan adalah kedaulatan rakyat, demokrasi, kemandirian,

pemberdayaan, dan integrasi. Selain itu, bahwa otonomi daerah tidak
hanya dipandang sebagai penyerahan dan pelimpahan kewenangan
dari atas ke bawah tetapi juga merupakan dasar bagi tumbuhnya
prakarsa masyarakat dari daerah untuk mendorong kesuksesan

pelaksanaan pembangunan.16

2. Tentang Desa, Otonomi Desa dan Pemerintahan Desa

Maksud pembentuk Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 mempertahankan pemerintahan desa
bukanlah dalam semangat agar desa tetap asli menjalankan fungsi

pemerintahan tradisional sebagai masyarakat hukum adat,

16 Hendra Karianga, Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta, Hlm. 78.
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melainkan dimaksudkan untuk menjamin kehadiran satuan
pemerintahan yang dekat dengan rakyat. Selain itu, desa sebagai
satuan  pemerintahan  demokratis dapat menjadi  model
pengembangan demokrasi, seperti penerapan prinsip
permusyawaratan, kolektivitas, kekeluargaan, dan lain sebagainya.
Akan tetapi, isi rumah tangga desa dan tata cara penyelenggaraannya
harus diperbaharui sesuai dengan tuntutan baru masyarakat
Indonesia yang maju dan modern. Dalam perspektif politik
pemerintahan, memasukkan pemerintahan desa ke dalam Undang-
Undang Pemerintahan Daerah memiliki makna penting. Sebagai salah
satu bentuk pemerintahan daerah, desa sudah semestinya
mendapatkan segala status dan kedudukan, beserta berbagai unsur
pemerintahan daerah seperti provinsi, kabupaten, dan kota. status
dan kedudukan yang dimaksudkan disini adalah status dan
kedudukan hukum. Sebagai pemerintahan daerah, desa memiliki
seluruh tatanan pemerintahan otonom yang mandiri dalam
menjalankan segala urusan rumah tangganya. Susunan organisasi
dan pemerintahan desa tidak lagi sekadar cermin sejarah
pemerintahan masa lalu dengan segala keaslian tradisionalnya.
Pemerintahan Desa harus menjadi bagian integral pemerintahan
negara RI yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan baru. Salah
satu unsur yang terpenting adalah pembaharuan pemerintahan
tradisional desa agar dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan
pelayanan, seirama dengan perkembangan dan kebutuhan
masyarakat sekelilingnya (desa) kalaupun disebut modernisasi, tidak
berarti membuang atau mengganti sama sekali apa yang menjadi ciri
khas pemerintahan desa seperti nama (dusun, gampong, nagari, dan
lain sebagainya) atau meniadakan fungsi-fungsi tradisional yang
hidup dan terpelihara begitu lamanya. Pembaharuan yang dimaksud
adalah pada segi-segi pengelolaan, pengembangan sumberdaya,

orientasi pemerintahan dan lain-lain.!”

171 Gde Pantja Astawa, Problematika hukum otonomi daerah di Indonesia, Op.Cit., hlm. 326-327
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Desa (Zelfbesturende landschappen) dan
(Volksgemeenschappen) atau sebutan lain, merupakan organisasi
komunitas lokal (self-governing community) yang mandiri. Memiliki
batas wilayah tertentu, dan memiliki struktur organisasi yang
bertujuan untuk mengurus, mengatur rumah tangganya sendiri.
Struktur dan organisasi tersebut dikenal dengan sebutan
Pemerintahan Desa. Sebagai stuktur Pemerintahan paling bawah,
Desa atau Pemerintahan Desa tidak bisa dilepaskan adanya
keterikatan atas stuktur pemerintahan di atasnya, baik langsung
maupun tidak. Keberlangsungan regulasi yang mengatur tentang
Desa selama dua dekade (Orde Lama dan Orde Baru),
memperlihatkan corak yang syarat dengan sentralistik. Dimana
kewenangan hanya bisa dikendalikan oleh Presiden atau melalui
Menteri Dalam Negeri. Akibat dari pemberlakuan sistem sentralisasi
dimasa Orde Baru, yang menjadikan Desa sebagai alat alas kaki
Pemerintah, sehingga sistem sosial di Desa mengalami oportunisme
dan saling tidak percaya (distrust) sesama stuktur pemerintahan.
Ketika yang terjadi demikian terhadap Desa maka, terdapat enam hal
yang terjadi pada Desa. Pertama, Desa kehilangan kontrol atas
property right, terutama penguasaan terhadap tanah Desa. Kedua,
hancurnya basis sosial seperti kepemimpinan, pranata sosial dan lain
sebaginya. Ketiga, matinya demokratisasi ditingkatan Desa. Keempat,
kemiskinan di Desa akan hanya menjadi proyek pembangunan.
Kelima, matinya kemandirian Desa. Keenam, eksploitasi besar-
besaran terhadap sumberdaya alam di Desa, dan terciptanya
ketergantungan masyarakat Desa terhadap sektor ekonomi
perkotaan, yang pada akhirnya maraknya urbanisasi.®®

Istilah Desa sendiri menurut Koentjaraningrat” diambil dari

bahasa sansekerta yang berartikan tanah, tumpah darah. Sebutan

18 Abdur Rozaki, dkk, Desa, Otonomi dan Desentralisasi, dikutip dari Gufron, Hubungan Antara
Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Dalam Konsep Otonomi Pasca Reformasi di Indonesia, Tesis
UlI, 2016, hlm. 4-5

19 Koentjaraningrat, Masalah-Masalah Pembangunan: Bunga Rampai Antropologi Terapan, dikutip
dari Heny Setyowati, kedudukan Peraturan Desa Sebelum dan Setelah Lahirnya Undang-Undang No.
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Desa hanya dipakai di daerah-daerah Jawa dan Madura, sedangkan
daerah selain Jawa dan Madura menggunakan istilah lain, seperti
Gempong dan Meunasah di Aceh, Huta di Batak, Nagari di Sumantera
Barat dan lain sebagainya. Artinya Desa hanya mengarah pada dua
daerah saja, yakni Jawa dan Madura. Selanjutnya, pengertian Desa
berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai
kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang
mempunyai sistem pemerintahan sendiri di luar kota.*

Menurut H.A.W. Widjaja, Desa adalah sebagai kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak
asal usul yang bersifat istimewa. Sedangkan landasan pemikiran
dalam pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi,
otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.? Sedangkan
menurut Hanif Nurcholis, memberikan pengertian tentang Desa
adalah suatu wilayah yang ditingali oleh sejumlah orang yang saling
mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang relatif
sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan
kemasyarakatannya.”? @ Dengan  demikian Desa  merupakan
sekumpulan masyarakat hukum yang menempati di suatu wilayah
tertentu yang memiliki sistem pemerintahan untuk mengatur, dan
mengurus rumah tangganya sendiri secara mandiri dan partisipatif.
Sedangkan Desa dikenal sebagi kesatuan masyarakat hukum
semenjak pada masa kolonial.?

Menurut Rahardjo,?* Desa atau lingkungan pedesaan adalah
sebuah komunitas yang selalu dikaitkan dengan kebersahajaan

(simplicity), keterbelakangan, tradisionalisme, subsistensi, dan

12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan dan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Desa, Tesis Ull, 2014, hlm. 28

20 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2002,
hlm. 258

21 H.A.W Widjaja, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh, (Bandung, PT
Rajagrafindo, hlm. 3

22 Hanif Nurcholis, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dikutip dari Gufron,
Hubungan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Dalam Konsep Otonomi Pasca Reformasi
di Indonesia, Tesis UII, 2016, hlm. 7

23 Gufron, Hubungan Antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa Dalam Konsep Otonomi Pasca
Reformasi di Indonesia, Tesis UII, 2016, hlm. 7

24 Jefri S. Pakaya, Pemberian Kewenangan Pada D